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bahwa untuk melaksanakan  ketentuan Posiad 1440
ayat (3} Peraturan Daerah Rabupaten Laonongan
Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajalc Dacrah, perh
menetapkan Peraturan Bupati Lamongan wntang
Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tulhun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten i
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana teluh  diubah dengan  Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia ‘Tahuri 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republile Tndenesin

Nomor 2730);

Undang-Undang Nonor 9 Tabun 2000 (entung

Pajak Daerah dan Retrilgg Praevalt (Lembargg

Negara Republik Indonesi, Tahun 2000 Nonor

130, Tambahan  Lemhoran Negara Repubidil

Indonesia Nomaor DO

3. Unclang,-Und:-.mg Nennor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentuliun Persiiran l*‘L.runf.I;-ln;g-Unr;iun:_-,:m
{(Lemibaran Negara  Repulilik Indonesia ivhon
2011 Republik indonesi, Nomor 82, i babgs
Lembariar  Negiaw Republih Indonesin Momor
5234y;

4. Und:mg-Undamg Momor 25 Pehun 6.4 el
Pemerintahan Dacrat (lebaran Negnr Repubidik
Indonesia Tahan SO Nosnor 2949, Tambntin
Lembaran Negrarg Repuhlik  Indonesia Nomaor
3587) sebagaimana el diubah dengun HMidime.
Undang Nomor o Tahun 2015 {Lembarn MNuesara
Republilk  indonesia Tahun 20105 Nomor

1

N Il'") N



Menetapkan

Dalam Peraturan B

10.

11.

PERATURAN BUPATI

2

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (I._f:mbu.::e,m-
Negara Republik Indonesia Tahun 200:;:' Numt_n
140, Tambahan Lemburon  Negara  Republik
[Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Presicden Nomor 87 Tahun 2014 (entang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Pcrz:tura.n
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 fabiun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuunpian
Daerah sebagaimana telah  diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk  Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tuhun
2015 Nomor 2036);

Peraturan Dacrah Kabupaten Lamongan Numor 3
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Lamongan {Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor
04) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2
Tahun 2013 (Lembaran Daerah  Kabupaten
Lamongan Tahun 2013 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor
12);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2014
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas
Pendapatan Daerah Kabupalen Lamongan (3eritn
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomaor
4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun 2014 (Berita

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor
26).

MEMUTUSKAN

LAMONGAN TENTANC TATA

CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

upati ini yang dimaksug dengan
1. Daerah adalah Kabupaten L

2. Pemerintah Dacrah adalah I

amongan,
{abupaten Lamongan
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i lah Bupati Lamongan
g?xf;upaéiaaagat;lnpbaerm ya%xg selanjutnya disingkat Dispenda adalah
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. .
Kepala Dispenda yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. . o
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 'konsstrlbusn wajih
pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau ha-fda_m'
yang bersifat memaksa berdasarkan U'ndang-Uncla'ng dengan Llidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemalamuran 'raky.at.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan

. kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan peruncing-

10.

I1.

undangan perpajakan daerah. -

Pemeriksaan adalah serangkaian kegintan menghimpun dan n‘u:ngolulll
data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan sccara obyektif
dan prtofesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan  untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan  dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuun peraturan
perundang-undangan.

Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Dispenda
yang diberikan kewenangan melaksanakan pemungutan Pajalk Dierah,
Pemeriksaan Lapangan adalah Pemerikuaan yang dilukukan di tenipe
kedudukan, tempat kegiatan usaha, tempat tinggal Wajib Pajuk dan
tempat lain yang berkaitan dengan subyck dun obyek pajok vang
ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pemeriksa Pajak Daerah, adalah Pegawai Negeri Sipil dilingleungan
Dinas atau Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Buputi atau Kepala Dinus

- yang diberi tugas wewenang dan tanggung jawab untuk melaksunakan

12.

13.

14,

- elektronik lainnya dan disimpan d

15.

pemeriksaan dibidang Pajak Daerah.

Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah adalah surat perintah
untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan /atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan Dacrah.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi Reuangan yvang,
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, sertn jumlalh
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup
dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba
rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Data yang dikelola secara clektronik ad

alah daa yang bentuknya
elektronil, yang dihasilkan oleh comput

er dan/atau pengolah data

alam disket, compact disk, tape
backup, hard disk, atau media penyimpanan clektronik lainnya.

Pcnycgclan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangl
lertentu  serta barang
atau patut diduga

nyimpan bulu, catalan,
dolcumer_] termasuk data yang dikelola secara clektronik dan benda-
bendg lain, yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau
p_ckcrljaan bebas, atau sumber penghasilan Wajib  Pajak vang
diperiksa. ‘ ' ST



‘16.

17.

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan adalah surat yang bcl.‘lS}
tentang hasil pemeriksaan meliputi pos-pos yang dikoreksi, qallal
koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokf)lc paja _<.,
dan pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. ‘ |

Pembahasan Akhir Hsil Pemeriksaan {Closing Conference) yang untulk
selanjutnya disebut Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah

- pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak Dacrah atas

18.
19.
20.

21

temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Qerita Acara
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani olel 1<e_clua
belah pihak dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak
disetujui. N _
Pemeriksa Tunggal adalal Pemeriksa Pajak yung hanya terdiri dari 1
(satu) orang. N '

Tim Pemeriksa Pajak adalaly Pemeriksa Pajak yang terdiri dari 2 (dua)
orang atau lebih Pemeriksa Pajak.

Tim Pembahas adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala DiSpen.da yang
bertugas untuk membahas perbedaan antara pendapat Wajib PEIJEI!\'
dan Pémeriksa Pajak pada saat dilakukan Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan.

-Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secars rinci dan jelas vang

dibuat oleh Pemeriksa Pajak Daerah mengenai prosedur pemeriksaan

* yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan,

22.

23.

24,

27.

28.

. Kuisioner Pemeriksaan adalah

- Pemeriksaan Buktj Permulaan adalah Pemeriksa

pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil schubungun
dengan pelaksanaan pemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang  berisi tentang,
pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa
Pajak Daerah secara ringkas dan jelas serta sesual dengan ruang
lingkup dan tujuan pemeriksaan.

Pemeriksaan Ulang adalah pemeriksaan yang dilakykan terhiadap
Wajib Pajak untuk Jenis pajak daerah dan masa/tahun pujak yang
telah diperiksa pada pemeriksaan sebelumnya.

Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemcriksaan adaluh Jangka
waktu - yang diberikan kepada Pemecriksa Pajuk untuk melakukan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengun Wajib Pajak  yang
dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan  kepada Wajib  Pajak sampai dengun tangpal

penandatanganan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksuan,

formulir yang berisikan sejumlah
pertanyaan yang terkait dengan pelaksaan pemeriksaan.
an yang dilakukan

untuk mendapatkan bukii permulaan tentang adanya dugaan telah

terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
Surat Pemberitahuan Pajak Daecrah, yang

disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajil |
melaporkan pPenghitungan dan atay pembay
dan/atau bukan obyek pajak dan/atau har

dengan ketentuan Peraturan
Daerah.

Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SPOPD atay dokumen lain yang clipersamakan, adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subyelk dan
Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotuan sesuni

selanjutnya disingkat
sajak digunakan untuk
aran pajak, obyck pajulk
ta dan kewajiban sesuai
Perundang~undangan perpajakan
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dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan

- Daerah.

29,

30.

31

32.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya cisingkat SPPT
atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat yang digunakan
untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Sectoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembuyarqn
atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau Bank lain
yang ditunjuk oleh Bupati

- Surat Ketetapan Pajak Dacrah, yang selanjutnya disingkat SKPD atau

dokumen lain yang dipersamanakan, adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana
dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda

. pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan Usaha Wajib Pajak dalam

33.

34.

35.

36.

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yanyg selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi,
dan jumlah yang masih harus dibayar,

Surat Ketetapan Pajak Daecrah Kurang Bayar Tambahan Vit
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keletapan Pajiak vang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya cisingkat SKPPN
adalah adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah  pujak
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tdak
terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah

" kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajalk lebih besar

37.

38.

39,

+ Surat ketetapan pajak daerah lebih bayar

40.

Pemeriksa Pajak,

daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya dibayar,

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD ndalah
Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administasi
berupa bunga dan / atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah  Syrat keputusan
membetulkan kesalaahan tulis, kesalahan hitung  dan/  atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu  dalum peraturan
perpajakan daerah, yang terdapat dalam Sural Ketetapan  pajuk
daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang Layar
pajak daerah tambahan, surat ketetapan paj
tagihan pajak daerah.

Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan
terhadap surat ketetapan pajak daerah, surat keteta
kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kuran

Vi

» Surat ketetapan
ak daerah nihil atay surat

atas keberitun
Pan pajak cdacrah
g bayar tambahan,
‘ » surat ketetapan pajak
daerah nihil atau terhadap pemotongan atauy pemungutan oleh pihal
ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
Tanda Pengenatl Pemeriksa Pajak adalah tanda

diterbitkan oleh Kepala Dinas yang merupakan bul
yang namanya tercantum pada Kartu Tanda Pengenal t

pengenal  yang
i bahwa orang
ersebut sehagui
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41. Penetapan Pajak Secara Jabatan adalah tindukan pemeriksa Pajak
Daerah untuk melakukan perhilungan atas besarnyu pajnk terutuny
berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang diperoleh calam
pelaksanaan pemeriksaan dikarenakan tidlak dipenuhinyn
kelengkapan dokumen dan/atau adanya penolakan  pelaksanaan
pemeriksaan oleh Wajib Pajak.

BAB 1l
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Pemeriksaan Pajak Daerah dimaksudkan untuk meningkatkun
kesadaran wajib pajak dan tertib administrasi pembulkuan perpajakan.

(2) Tujuan Pemeriksaan adalah untuk :
a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ; dan/atau
b. dalam rangka verifikasi atas permohonan keringanan, pembebasan

dan pengurangan pajak Daerah.

(3) Twuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dikecualikan bagi kepentingan penyidikan.

Pasal 3

Ruang lingkup pemeriksaan dapat meliputi salu, beberapa, atau sehirul
Jenis pajak Daerah, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, bugian
Tahun Pajak atau Tahun Pajak tahun berjalan maupun dalam tahun-
tahun lalu, paling lama 5 (lima) tahun yang lalu terhitung sejak tangpul
penctapan pemeriksaan.

BAB 1]
BENTUK PEMERIKSAAN
Pasal 4

(1) Bentuk pemeriksaan pajak terdiri dari -
a. pemeriksaan sederhana ; dan
b. pemeriksaan lengkap. _

(2) Pemeriksaan Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul &,
dapat dilakukan di Dispenda dan/atau di lapangun, melipull jenis
pajak tertentu untuk tahun berjalan  yang dilakulun clengian
menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedaulaman viang
sederhana. .

(3) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huarul b,
dilakukan di tempat Wajib Pajak, meliputi seluruh jenis pajale dacrah

- tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.

BAB 1V
TATA CARA PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Kriteria Pemeriksaan
Pasal 5

(1) Pferneriksaan harus dilakukan dalam hal tevjadi pajak dacrah ticd
dibayar atau kurang bayar oleh Wajib  Pojuk  atau Wiijih
mengajukan permohonan pengembalian kele

ak
Piajiks
biluin pembayaran EHTHI
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(2)

~1

Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak :

4. menyampaikan SPTPD yang menyatakan lebih bayar, termasuk
yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;

b. menyampaikan SPTPD yYang menyatakan pajak daerah yang
terutang nihil;

c. tidak menyampaikan atau menyampaikan SPTPD tetapi melampaui
jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Tegoran;

- d. melakukan penggabungan, peleburan, pemekarun, hkuiclasi,

(1)

(2)

pembubaran, atau meninggalkan daerah  dan/atau Negura
Indonesia untuk selama-lamanya ; atau

¢ menyampaikan  SPTPD  yang memenuhi | Kkriteria scleksi
berdasarkan hasil analisis resiko diindikasikan adanya kewajiban
perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 6

Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan
Lapangan.

Apabila dalam Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transalksi
khusus adanya rekayasa transaksi keuangan atau penyampaian

- informasi yang tidak benar, pelaksanaan Pemeriksaan Kuntor diubuh

(1)

(2)

menjadi Pemeriksaan Lapangan.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Pemeriksaan
Pasal 7

Pemeriksaan Kantor dilakukan dengan jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (cnam)
bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat
panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal
Laporan Hasil Pemeriksaan,

Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka wakty paling lamu 4
(empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan)
bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sumpai

. dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

(3)

(4)

Jika dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi
khusus adanya rekayasa transaksi keuangun  alay penyampaian
informasi yang tidak benar sehingga memerlukan pengujian yang lebih
mendalam serta memerlukan wakiu yang lebih e Poereriksaang
Lapangan dilaksanakan calam Jangka walkiu paling lama ) (st}
tahun.

Apabila pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria  sebagaimann
dimaksud dalam ‘Pasal 6 ayat (1), maka jangka wilktu Pemueriksann
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayut (2} dan ayat (3), harus
memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak.

ransalst
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Bagian Ketiga
Standar Pemeriksaan
Pasal 8

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus
dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan,
(2) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud puda ayat {1}, mcliputi
a. standar umum ;
b. standar pelaksanaan pemeriksaan ; dan
€. standar pelapdran hasil pemeriksaan.

Pasal 9

(1) Standar umum pemeriksaan sebagaimana dimaksud dulam Pasal 8
ayat {2) huruf a, merupakan standar yang Dbersilat pribadi dan
berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak Dacrali dan. mutu
pekerjaannya.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap
Pemeriksa Pajak yang :

a. mempunyai kemampuan teknis yang cukup dan memilikj
ketrampilan sebagai Pemeriksa Pajak serta menggunakan
ketrampilannya secara cermat dan seksama ;

b. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasu
mengutamakan kepentingan Negara; dan

C. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan,
termasuk taat terhadap batasan wakty yang ditetapkan.

(3) Dalam hal diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pacla ayat
(2) dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar hngkungan
Pemerintah Daerah yang ditunjuk secara tertulis dalam bentuk Surat
Perintah Tugas oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Standar pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud cdalam Pasal 8

ayat (2) huruf b, meliputi ;

a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan pPersiapan yang baik
sesuai dengan tujuan pemeriksaan, yang paling  sedikit meliputi
kegiatan  mengumpulkan  dan memperlajori - data Wajil Pajal,
menyusun rencana pemeriksaan (qudif plan), dan menyusun program
pemeriksaan (audit program), serta mendapat  pengawasan yang
seksama;

b. luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh
dan harus dikembangkan melaluj pencocokan  data, pengamatan,
permintaan keterangan, konfirmasi teknik sampling dan pengujian
lainnya berkenaan dengan pemeriksaan ;

C. temuan pemeriksaan harus didasarkan puda buk( yang cukup dan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ;
d.. pemeriksaan dapat dilakukan oleh Pemeriksa Tunggal atau Tim

Pemeriksa Pajak ; )

e. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat
dibantu oleh Sseorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik
yang berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah maupun yang berasal
dari luar Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala
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Dinas sebagai tenaga ahli seperti penerjemah hahasa, ahli di bidung
telknologl informaei atau advokael ;

apabila diperlukan pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama
dengan instansi yang terkait ;

pemeriksaan dapat dilaksanakan di Dinas, tempat Wajib Pajak atau
tempat lain yang berkaitan dengan Wajib Pajak yang ditetapkan oleh
Pemeriksa ;

pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabiln diperlukan
dapat dilanjutkan di luar jam kerja;

pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam Dbentuk  Kertos
Kerja Pemeriksaan ;

. laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLRB dan/atau STPD.

Pasai 11

Kegiatan pemeriksaan yang didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a'

Kertas Kerja Pemeriksaan wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak can

berfungsi sebagai :

1. bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan scsual  stundar
pelaksanaan pemeriksaan :

2. bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemcriksaan
dengan Wajib Pajak mengenai temuan pemeriksann

3. dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksian :

4. sumber data atau informasi Bagi penyclesaiim keberatan ot

banding yang diajukan oleh Wajib Pajak : dan
Q. referensi untuk pemeriksaan berikutnya ;
Kertas Kerja Pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai
prosedur perneriksaan yang dilaksanakan ;
data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh ;
pengujian yang telah dilakukan; dan
kesimpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan
dengan pemeriksaan.

OO

Pasal 12

Standar pelaporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (2} huruf c, meliputi :

a.

Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat
ruang lingkup atau POsS-pos yang diperiksa sesuaj dengan  tujuan

- pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung

temuan  yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan
terhadap peraturan perundang-und

. angan perpajakan dan memuat
pula pengungkapan informasi lain yang terkait, dengan Pemerilesaan |
Laporan Hasil Pemeriksaan y

X F ntuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan antara lain mengenai ;

beénugasan pemeriksaan ;

identitas Wajib Pajak ;

pembukuan afau pencatatan Wajib Pajak ;
pemenuhan kewajiban perpajakan ;
data/informasi yang tersedia ;

buku dan dokumen yang dipinjam :

FOP w0~



(1)

(2)

7.
8.

9.

10

-

maferi yang diperiksa ;
uraian hasil pemeriksaan ;
ikhtisar hasil pemeriksaan ;

10. penghitungan pajak terutang ; dan
11 kesimpulan den usul Pemeriksa Pajak.

Bagian Keempat _
Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak
Pasal 13

Dalam hal pemeriksaan dilaksanakuan dengan jenis Pemeriksaan
Lapangan, Tim Pemeriksa Pajak Dacrah wajib :

a.

b.

o

o o

™

h.

menyampaikan Surat Pemberitahuan  wnting  akan  dilakukan
pemeriksaan kepada Wajib Pajak ; |
menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajuk ;
memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak kepada Wajib
Pajak saat diperiksa ;

memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajily Pajale;

menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Kepadi
Wajib Pajak;

memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam ranglu
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam hatas waktu yang
telah ditentukan; .

mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dusar
pembukuan atau pencatatan, dan dokumecn lainnya yang dipinjam
dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari scjuk tanggal Laporan
Hasil Pemeriksaan: dan

merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas scuula
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wiigih
Pajak dalam rangka pemeriksaan.

Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan  jenis  Poemnerilesuan
Kantor, Tim Pemeriksa Pajak Daerah wajib :

a.

b.

memperlibatkan Tanda Pengenal Pemeriksu Pajak Daerah kepada
Wajib Pajak pada saat pemeriksaan ;

menjclaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak
yang akan diperiksa ; '
memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak ;
memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada Wajibh
Pajak ;

melakukan pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan apabila Wajily
Pajak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan ;

member petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesui
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan :
mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjaci dasar
pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang cdipinjam
dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal
Laporan Hasil Pemeriksaan ; dan

merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhalc
yang diketahui atau diberita
dalam rangka pemeriksaan.

segala sesuaty
hukan kepadanya oleh Wajib Pajuk



(1)

Pasal 14

Dalam hal pemeriksaan dila.ksanakan dengan jenis Pemeriksaan
Lapangan, Tim Pemeriksa Pajak Daerah berwenang :

a. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, cokumen yang

(2)

" b.

[. meminta keterangan dan/atau bukdi yang diperlulk

menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan clol{umen‘ lain

yang berhubungan dengan penghasilan yang c_hperoleh, kegiatan

usaha Wajib Pajak, atau ebyek yang terutang pajak; .

b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara
elektronik;

c. memasuki dan memeriksa tempal atau ruang, barang bergerak
dan/atau tidak bergerak vang diduga atau patut diduga cligun;nl‘\':nt'{
untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjodi
dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen Inin, uang, F.Iun;’:.u:m
barang yang dapat member petunjuk tentang penghasilan vang
diperoich, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau obyek yang terutang
pajak;

d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna
kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa :

1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak
apabila dalam mengakses data yang dikelola secara eclektronik
memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus.

2. memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka
barang bergerak dan/atau tidak bergerak; can /atau

3. menyediakah ruangan khusus tempat dilakukannya
pemeriksaan,

e. melakukan penyegelan tempat usaha atau ruang tertentu serta
barang bergerak dan/atau tidak buergerak;

. meminta keterangan lisan dan/atau terwulis dari Wajib Pajak; dan

8 meminta keterangan cdan/atau bukti yang diperlukan dari pihak
ketiga yang mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha Waujibh
Pajak.

Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan

Kantor, Tim Pemeriksa Pajak Daerah berwenang :

a. memanggil Wajib Pajak untulk datang ke Dispenda
menggunakan surat panggilan ;

melihat dan/atau meminjam buku atay catatan,

menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain

termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan

dengan penghasilan yang diperolch, kegiatan usaha Wajib Pajuk,

atau obyek yang terutang pajak Dacrah ; ‘

¢. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi
kelancaran pemeriksaan ;

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak ;

¢. meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat olel Akuntan
Publik melalui Wajib Pajak ; dan

dengan

dokumen yang

bantuan  guna

' ' an dar pihal
ketiga yang Inempunyai hubungan dengan Wajib  Pajak yang

diperiksa,



Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Pasal 15

(1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan,
Wajib Pajak berhak :

(2)

S a.

(1)

a,

b.

meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak unluk memperlihatkan
Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak Daecrah ;

meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan
pemeriksaan Lapangan ;

meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memberikan
penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan:

meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan
Surat Tugas;

mefierima Surat Pemberitaliuan Hasil Pemeriksaan ;

menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam Jangka
walktu yang telah ditentukan ;

mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan, dalam
hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Tim
Pemeriksa Pajak Daerah dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan ; dan

memberikan  pendapat atau penilaian  atas pelaksanaan
pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah melalui pengisian
formulir kuesioner pemeriksaan.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Kanlor,
Wajib Pajak berhak :

b.

meminta  kepada Tim . Pemeriksa Pajak  Daerah  untuk
memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksu;

meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak Daecrah untuk memberikan
penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan ;

meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak  Daeralh  untuk
memperhhatkan Surat Tugas ;

menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ;

menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka
waktu yang telah ditentukan ;

mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan, dalam
hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Tim
Pemeriksa Pajak Daerah dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan ; dan

memberikan  pendapat atau penilaian  atas  pelaksanaan
Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pajak Dacrah melalui pengisinn
formulir kuesioner pemeriksaan.

Pasal 1&

Dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Latpaigan,
kewajiban Wajib Pajak :

a.

memperlihatkan  dan/atau mennnjumkan buku  atuy catatan,
doicumen yang menjadi dasar pembukuan atuy pencatatan, dan
dokumen laii yang berhubungan dengan penghusilan
diperoleh, kegiatan usaha Waji
pajak;

ving
b Pajak, atau obyeck yang terutang



b. memberikan kesempatan unltuk mengakscs dan/atau mengunduh
dota yang dikelola secara elektronils; )

c. momberikan kesempatan untult memasuki dan memeriks:s tempit
atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga
atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku  atau
catatan, dokumen yang menjadi  dasar  pembukuan  atau
pencatatan, dokumen lain, vang, dan/atau I);;}mng yang c?apul
memberi petunjuk tentang penghasilan yang Cllp(:l'()leh,. kegialan
usaha Wajib Pajak, atau obyek yang tcrutang pajak serta
meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak;

d. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;

¢. menyampaikan  tanggapan secara  tertulis atas  Sural
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ;

f. memberikan keterangan lisan dun/atau tertuiis yang diperlukan.

(2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Kantor,
kewajiban Wajib Pajak : _

a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan scsuai
dengan waktu yang ditentukan;

b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan
dokumen lain termasuk data yang dikelola secara clektronik, yang
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha
Wajib Pajak, atau obyek yang terutang pajak daerah ;
memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;

- menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ;
¢. meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan
Publik ; dan

f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan,

B o

Bagian Keenam
Peminjaman Dokumen
Pasal 17

(1) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lapangan :

a. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara
elektronik  serta ketcrangan  lain yang  diperlukan  dan
diperoleh/ditemukan pada saal pelaksanaan pemeriksaan i
tempat Wajib Pajak, dipinjam pada saat itu juga dan Tim Pemerilksa
Pajak Daerah membuat bukti peminjaman

b. dalam hal buku, catatan, dokumen, termasul¢ data yang dikelola
secara elektronik serta keterangan lain yang"dipcrlukan dan belum
diperoleh /ditemukan pada  saat pelaksanaan pemenksaan
scbagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Pemeriksa Pa itk Daerah
membuat surat permintaan peminjaman : dan '

C. buku catatan dokumen, termasuk data yang dikclola  secara
elektronik serta keterangan lain scbagaimana dimaksud pada hurul
b, wayjib discrahkan kepada Tim Pemeriksi Pajuk Dacrih puling
lama 1 (satu) bulan sejak sural permintann peminjuman bk,
catatan dan dokumen disampaikan kepada W:

ajih Pajak.
{2} Dalam hal pemeriksaan dilaksanalan dengan Pemeriksaan Kantor -
a. buku, catatan, dokumen, termasuk data Yang dikelola  scecun
clektrqnik serta keterungan lain yang diperlukan  oleh  Pim
Pemeriksa Pajak Dacrah harus dicantumkan pada surat panggilan ;
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b. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara

' elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud Pacla I'll:lI‘LlI

a, wajib dipinjamkan pada saat Wajib Pajak m!:men!.:l?l panggilan
dan Tim Pemeriksa Pajak Daerah membuat bukti peminjaman ;

c. dalam hal bukuy, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola
secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan bel.um
dipinjamkan pada saat Wajib  Pajak memenuhi _ panggilan
sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim Pemeriksa Pajak Daerah
membuat surat permintaan peminjaman ; dan

d. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelolu secura
elektronik serta keterangan lain sebagaimana cIin.mksucI pacta 111.!}1!!
¢, wajib diserahkan kepada Tim Pemeriksa Pa_]a!( Dac‘:rqu paling
lama 1 (satu) bulan sejak surat panggilun Hul)ugaumanz} (h.maksucl
pada huruf a, yang membuat permintaan peminjaman diterimi oleh
Wajib Pajak. .

(3) Apabila buku, catatan, dokumen, termasuk datu yang dikelobiv sceiua
- elektronik serta keterangan lain belum dipenubi dan jangka wukiy |

(satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul ¢ atau ayat (2)

huraf d belum terlampaui, Tim Pemeriksa Pajak ducrals  daput

menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 18

(I) Setiap penyerahan buku, catatan, dokumen, termasuk data yang
dikelola secara eléktronik serta keterangan lain dari Wajib Pajak, Tim
Pemeriksa Pajak Daerah harus membuat bukti peminjaman.

(2) Jika buku, catatan dap dokumen yang dipinjam berupa Jotocopy
dan/atau data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak yang
diperiksa harus membuat surat pernyataun bahwa Jotocopy dun/atay
data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Tim
Pemeriksa Pajak Daerah adalah sesuaij dengan aslinya.

(3) Apabila Jangka wakty 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksuc dalam

" Pasal 17 ayat (1} huruf ¢ atay ayat (2) huruf « terlamipaui dan surea
permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pusal 17 ayvat (1) hueal b
atau ayat (2) huruf e, tidak dipenuhij sebagian atau seluruhnyy, Tim
Pemeriksaan Pajak Daerah harus membuat berita acura mengenai hil

(4) Jika bukuy, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola sceara
elektronik serta keterangan lajn perlu dilindungi kerahasiaannya,
Wajib  Pajak dapat mengajukan  permintaan agar pelaksanaan

pemeriksaan  dapat dilakukan qj tempat  Wajib Pajak  dengan
menyediakan ruangan khusus.

Pasal 19

Da!gm hal pemeriksaan dilakukan terhadap Wajily Pajak yang melaktcin

kcgl.'_ata;m usaha, Wajib Pajak memenuhi sebagian atay hf:hjll'l.ll; permintaag

Peminjaman scbagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) schingp

besarnya pajale lerutang tidalk dapat dihitung, Tim Pemeriksy Pu‘j'z;k

Daera'h dapat menghitung pajal Daerah yang terulang securg jubatan
uran perundang-undangan.



(1)

{2)

(3)

(4)

{S}

15

Bagian Ketujuh
Pencolakan Pemeriksaan
Pasal 20

Dalam hal Wajils Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana-!
dimaksud dalam Pasal 16, maka Wajib Pajak harus menandatangani
surat pernyataan penoclakan pemeriksaan. .

Dalam’ hal Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyat:elfm

penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Tim

Pemeriksa Pajak membuat Lerita acara penolakan pemeriksaan yang

ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Da.erah. _ . '

Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan, Tim Pcmcflksa Peqak

Daerah dalam rangka Pemeriksaan Kantor, Tim Pemeriksa Pepak

Daerah membuat berita acara tidak dipenuhinya panpggilan

pemeriksaan oleh Wajib Pajak o

Apadilla pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pujak

tidak ada di tempat, maka :

a. pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pi'llmk yang
dapat dan mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajih Pajak,
terbatas untik hal yang ada dalam kewenangannya, dan
selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan  pada
kesempatan berikutnya;

b. untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelun dilukukan
penundaan Pemeriksaan Lapangan seagaimana dimalksud pada
huruf a, Tim Pemeriksa Pajak Daeruli  dapal  melakukan
penyegelan; :

. €. apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan sclelah

dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib
Pajak tetap tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan
dengan terlebih dahulu meminta wakil atau kuasa Wajib  Dujak
yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu
kelancaran pemeriksaan.

d. dalam hal wakil atau kuasa Wajih Pajak yang diminta mewakili
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pacla hurul I, menolal untuk
membantu kelancaran pemeriksaan, wakil atau kuasa Wajib Pajuk
tersebut harus menandatangani surat pernyataan  penolakan
mernbantu kelancaran pemeriksaan; dan/atau

e. dalam hal wakil atau kuasa Wajib  Pajak menolak untuk
menandatangani  surat pernyataan penolakan  membantu
kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c,
Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan membantu
kelancaran pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa
Pajak. _

Surat Pernyataan penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), atau Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana

dimak_sud pada ayat (2}, atau berita acara tidak dipenuhinya panggilan
pemertksaan  secbagaimana  dimaksucd pada ayat (3}, atau surat
pernyataan penolakan membantu kelancaran pemerilksaan dimaksud
pada ayat (4) huruf ¢, atau berita acarn  penolakan membaoni
kelancaran pemeriksaan sebagaimana dis

clan maksud ayat (4) huraf d, dapal
duadxklan dasar ur_ltuk penectapan pajak secara jabatan atau diusulkan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.
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Bagian Kedelapan
Penyegelan
Pasal 21

Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat usaha atau

. ruang tertentu untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan,

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara cleklronik,

dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan

usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak
dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar,
atau dipalsukan. _

Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan apabila

pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan :

a. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa
tidak memberi kesempatan kepada  Pemeriksa  Pajak  untuk
memasuki tempat usaha atau ruang scrla memeriksa barang
bergerak dan/atau tidak bergerak, vang diduga atau patut dicigs
digunakan untuk menyimpan  buku  atiu catatan, dan/ata
dolsumen, termasuk hasil pengelolaan data dari pembukuan ying
dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-ling
yang dapat memberi petunjuk tentang  kegiatan usaha au
pekerjaan bebas Wajib Pajak;

b. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajuk yang diperiksa
menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan yang
antara lain berupa tidak member;j kesempatan kepada Pemeriksa
Pajak untuk mengakses data yang dikelola secara elekironik atau
membuka barang bergerak dan/ataj tidak bergerak;

c. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa
tidak berada ditempat dan tidak ada pegawai atau anggota
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang mempunyai
kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang mewakili Wajil
Pajalk, schingga diperlukan upaya  pengamanan  pemeriksoon
sebelum pemeriksaa dituncla; atau

d. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajily Pajak yang diperiksa
tidak berada ditempat dan pegawai atay anggota keluarga yang
telah dewasa dari Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk
bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib  Pajak menolak
memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

Pasal 22

Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2) ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan tanda segel.

Penyegelan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak Dacrah cdengan

disa‘ksikan oleh stkurang-kurangnya 2 (dua) orang yang tclah dewasa
selain anggota Tim Pemeriksa Pajak Daerah.

Dalam melakukan penyegelan, Tim Pemeriksa Pajak Daerah wajily
membuat Berita Acara Penyegelan.

Berita Acara Penyegelan schagaimana dimaksud pada ayal (3) dibuat
dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dengan
disaksikan oleh sckurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasy

~ selain anggota Tim Pemeriksa Pajak Daerah.
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Berita Acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 2
(dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepadia Wejils I"i!J;lix':
walkil, kuasa, pegawai, atauw anggotn keluargs ying telnh dewosa dari
Waiib Pajak yang diperiksa.

Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (?} mc:jm!nk
menandatangant Berita Acara Penyegelan, Tim Pemeriksa I-“aj_alc
Daerah membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam Berita
Acara Penyegelan. _

Dalam melaksanakan penycgelan, Tim Pemeriksa Pajak Dacrah dapat
meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 23

Pembukaan segel dilakukan apabila : . )

a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pihak yang dapat mewakili Wajib
Pajak telah member izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka
atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak
bergerak yang disegel, dan/atau telah memberi bantuan aUn:n
kelancaran pemeriksaan;

b. berdasarkan pertimbangan Tim Pemcriksa Pajak  Daerah,
penyegelan tidak diperlukan lagi; dan/atau

¢. terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan
penyidikan tindak pidana.

Pembukaan segel harus dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak Dacrah

dengan disaksikai oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah

dewasa sclain anggota Tim Pemeriksa Pajak Daerah;

Dalam keadaan tertentu, pembukaan segel dapat dibantu oich

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Aparatur/instansi

terkait dari Pemerintah Daerah setempat.

Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk melakukan Penyegelan

rusak atau hilang, Tim Pemeriksa Pajak Daerah harus membuat herita

. acara mengenai kerusakan atau kehilangan dan melaporkiannya

(6)

(7)

(1)

kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam melakukan pembukaan segel, Tim Pemeriksa Pajok Docraly
membuat Berita Acara Pembukaan Segel yang ditandatangani oleh Tim
Pemeriksa Pajak Daerah dan saksi sebagaimana dimalksud pad: avat
(2).

Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menokik
menandatangani Berita Acara Pembukaan Segel, Tim Pemeriksa Pajak
Daerah membuat. catatan tentang penolakan tersebut dalam Berit:
Acara Pembukaan Segel.

Berita Acara Pembukaan Segel dibuat 2 (dua) rangkap dun rangkap
kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wayjib Pajak.

Pasal 24

Apabila dalam jangka waktu 7 .(tujuh) hari setelah langgal Penyegelin
atau jangka waktu lain dengan mempertimbangkan  Lajuann
penyegelan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajily Pajalk leLap
tidak memberi izin kepada Tim Pemeriksn Pajuk  Daerah uniuk
membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang hergerak atau
tidak bergerak yang disegel, dan/atau tidak memberikan bantuan



7

(2)

(3)
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guna kelancaran pemeriksaan, Wajib Pajuk dianggap menolak

dilakulkan Pcmeriksaan. )
Dalam hal! Wajib Pajak dianggap menolak di{akukan_Pcmcrllmwsm
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak, wakil atau kuasa
dari Wajib Pajak wajib menandatangani surat pernyataan penolakan
pemertksaan. . B '

Dalam_hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajlp Pajalk menokak
menandatangani surat pernyataan penolakan sebagaimana chmaks_ucl
pada ayat (2), Pemeriksa Pajak membuat dan menandatangani berita
acara mengenai penolakan tersebut. '

Berita acara penolakan tersebut sebagaimana dim aksud pada ayat (3),

- dapat dijadikan dasar untuk -penetapan pajak secara jabatan atau

(1)

{3)

diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Bagian Kesembilan _
Penjelasan Wajib Pajak dan Pihak Ketiga
Pasal 25

Tim Pemeriksa Pajak Daerah dapat meminta keterangan dan/atay
bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan
terhadap Wajib Pajak kepada pihak Kelga.

Dalam hal pihak ketiga scbagaimana dimaksud pada ayat (1} terikat
oleh keéwajiban untuk merahasiakan, kewajiban untul merahasiakan
itu ditiadakan oleh permintaan untuk kepertuan pemeriksaan.

Pihak Ketiga harus memberikan keterangan paling lama 7 (tejuly) hari
kerja sejak diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti atau

- surat izin dari pihak yang berwenang.

(4

—

()

(6)

(1)
(2)
(3)

(4)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
tidak dipenuhi oleh pihak ketiga, Tim Pemeriksa Pajak Daerah segera
menyampaikan Surat Peringatan Pertama.

Apabila Surat Peringatan Pertama tidak dipenuhi oleh pihak ketiga,
Tim Pemeriksa Pajak Daerah segera menyampaikan Surat Peringatan
Kedua.

Apabila Surat Peringatan Kedua tidak juga dipenuhi oleh pihak ketiga,
Tim Pemeriksa Pajak Daerah Segera membuat berita acara tidak
dipenuhinya permintaan keterangan atau bukti dari pihak ketiga.

Bagian Kescpuluh
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Pasal 26

Hasil Pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan
memberikan hak kepada Wajib Pajak uniuk hadir dalam pembahasan
alchir,

Pfambc:ritahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajily Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan apabila  pemeriksaan
dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permuaan.
Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan se
beserta lampirannya disampaikan oleh
melalul surat tercatat.

Wajib Pajak memberikan tanggapan ertulis atas Sur
Hasil Pemeriksaan dan berhak hadijr
Pemeriksaan paling lama : -

bugtimiuna pada avat (1),
Tim Pemoeriks: Pajak ek

al Pemberitahgarg
alam Pembalhiasan AKhi Hasil



(Y

(1)

(2}

- Pajak  dalam  Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan  yung

(3)

(4)
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a. 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksann Kantor; atau

b. 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemmceriksaan
diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Lapangan.

Pasal 27

Apabila dalam jangka waktu scbagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (4], Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil
pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas selurul} hasil
pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan,
maka Tim Pemeriksa Pajak Daerah menggunakan surat tanggapan
dimaksud sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan
berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan Wajib Pajak.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayal (4),
Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan yang
berisi ‘tetang persetujuan atas seluruh hasil pemeiriksaan nwnun
tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa
Pajak menggunakan surat tanggapan dimaksud sebagai dasar untulk
membuat risalah pembahasan dan berita acara ketidalc hadiran Wajib
o
ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerali.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4},
Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan yang
berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau scluruh hasil
pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaa,
Tim Pemeriksa Pajak Daerah menggunakan surat tanggapan dimaksud
sebagai dasar untuk melakukan pembahasan akhir dengan Wajib
Pajak dan hasil pembahasannya  dituangkan dalam  risalaly
pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan Wajib
Pajak. -

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud daloam Pasal 26 ayar (49,
Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan yung
berisi tentang ketidaksetujuan atas sehagion  atau seluruh hasi)

o pemeriksaan namun  tidalk hadir dalam  Pembuhasan Akhir  Flasil

(S)

(6)

~ayat

Pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak Dacrah mengeunakan  sarig
tanggapan  dimaksud sebagal dasar unwik  membuat risafah
pembahasan dan berita acara ketidak hadiran Wajib Pajak dalam
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim
Pemeriksa Pajak Daerah,

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4),
Wajib Pajak tidak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan
dan tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, maka
Tim Pemeriksa Pajak Daerah membuat berita acara ketidakhadiran
Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang
ditanda tangant oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah.
Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Husil
Pemeriksaan dan Tim Pemeriksa Pajak Daerah telah membuat dan

mepandatangani berita acara ketidak hadiran Wajib Pajalk  dalim
sehagaimana dimaksudd pacn

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
(_12) atau  ayat (4) alau ayat (S), pembahasan Akhir Hisil
Pemeriksaan dianggap telah diluksanalkan.
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(7)

(8)

(10)
(11)

(12)

(1)

(2)

(1)

(2}

(3)

Dalam hal Wajib Pajak menolak menande!.tangani. berita acara
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) atau ayat (3), Tim Pemeriksa Pajak Daerah membuat catatan

tentang penclakan tersebut dalam berita acara Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan, ' '

Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antura Wajilb Pa_]aI{. clt.:n;_;;:.:p
Tim Pemeriksa Pajak Daerah dalam Pembahasan  Akhir Hasil
Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan  agar
perbedaan tersebut dibahas lebih dahulu oleh Tim Pembahas:

Tim Pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditentukan
berdasarlcan jabatannya dan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan.

Hasil pembahasan dituangkan dalam risalah pembahasan yang
merupakan bagian dari Kertas Kerja Pemeriksaan. 3
Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk menguiji
kepatuhan pemenuhan kewajiban  perpajakan denga'n jenis
Pemeriksaan Kantor harus diselesaikan paling lama 3 (tiga) minggu.
Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk mepgu_y
kepatuhan pernenuhan kewajiban Jperpajakan  dengan jenis
Pemeriksaan Lapangan harus diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 28

Risalah pembahasan dan Berita Acara Pembahasan Akhir lasil
Pemeriksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Hasil Pemeriksaan.

Pajak Dacrah yang terutang dalam SKPD atau STPD dihitung sesua

dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecualj

a. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir tetapi
menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2) atau ayat (4), Pajak Daerah yang terutang
dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah diberitahukan
kepada Wajib Pajak dengan memperhatikan tanggapan tertulis dar
Wajib Pajak; '

b. dalam ha] Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir dian
tidak menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (3), Pajak yang terutang dihitung berdasarkan
hasil pemeriksaan yang telah diberitahulkan kepadu Wajib Pajuk.

Bagian Kesebelas
‘Pembatalan Hasgi) Pemeriksaan
Pasal 29

Hasil  pemeriksaan atau  SKPD dari hasil Pemeriksuan Yang
ditaksanakan tanpa  penyampaian Surat Pemberitahuan sl
Pemerilksaan  atay Pembahasan Akhijr Hasil Pemeriksaan, it
dibata’kan secara jabatan atay berdasarkan permohonan Wajib Pajak
kepada Kepala Dinas.

Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), proses pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan
prosedur Ptnyampaian  Surat Pemberitahuan Has;j Pemeriksaan
dan/atay Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
Dalam hal pembatalan dilakukan karena peme
anpa  penyampaian Surat  Pemberitahuan
berdasarkan keputusan pembataian hasil

rilksan dilaksanalkan
Hasil Pt:l’m:riksa'mn,
pemeriksaar, Pemeriksy



(1)
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Pajak melanjutkan pemeriksaan dengan memberitahukan has-il
pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan melakukan pembahasan akiir
dengan prosedur.

Bagian Keduabelas
Pengungkapan Wajib Pajak dalam Laporan
Tersendiri selama Pemeriksaan
Pasal 30

Dalam ha! Tim Pemeriksa Pajak Daerah telah meilakukan pemeriksaan
dan Kepala Dinas belum menerbitkan SKPD, Wujib Pajak dengan

~ kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri

(2)

(3)

(1)

(2)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(3)

tentang ketidak benaran pengisian SPTPD yang telah disampaikan
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan pemeriksaan tetap
dilanjutkan.

Pengungkapan dalam laporan tersendisi tentang ketidak benaran
pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat
dilakukan sebelum Tim Pemeriksa Pajak Daerah menyampaikan Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidak IJenargn
pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Tim
Pemeriksa Pajak Daerah diperlukan sebagai informasi atau dat
tambahan dan menjadi bahan pertimbangan bagi Tim Pemoeriksi
Pajak Daerah sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil
Pemecriksaan kepada Wajib Pajak,.

Bagian Ketigabelas
Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan
Pasal 31

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dupat diusulkan
Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam rangka untuk kepentingan
penyidikan apabila :
a. pada saat pelaksanaan pemeriksaan ditemukan adanya indikasi
tindak pidana di bidang perpajakan; dan /atau
b. Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan, ridak
memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor, menolak membuntu
kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pusal 20
dan terhadap Wajib Pajak tersebut dapat dilakukan penctapan
pajak sccara jabatan.
Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan
i (1}, usulan Pemeriksaan
Bukti Permulaan harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian
pPermohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Dalam hal wusulan Pemeriksaan Buktj Permulaan
dimaksud pada ayat (1} disetujui, pelaksanaan pemeriksaa
dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan sumir,
pemeriksaan  bulcti permulaan  terkait dengan  permohonan
pengembalian  kelebihan pembayaran Pajak Daerah, penyelesajan
pemeriksaan ditangguhkan sampai dengan :

a. pemeriksaan bukti permulaan diselesaikan dan tidak dilanjutkan
dengan penyidikan ; .

sebagaimana
n dihentikan
kecuali usulan



(1)

1]
ha

b. penyidikan dihentikan dan tidak dilakukan penuntutan dalam hal
tidak terdapat cukup cukup bukt, atau peristiwa tersebut bukan
merupakan tindak pidana di bidang perpajakan atau karcna
peristiwanya telah kadaluwarsa atau tersangka meninggal dunia ;
dan

c. diterimanya putusan pengadilan yang telab mempunyai kekuntan
hukum tetap yang menyatakan Wajib Pajak bebas atau lepas don
segala tuntutan hukum.

Pasal 32

Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

31 ayat (3), dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraluran

perundang-undangan, apabila :

a. pemeriksaan  bukti  permulaan  tidak dilanjutkan  dengan
penyidikan |

b. penyidikan dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan dalam
hal' tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut Lukan
merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau penyicdikan
dihentikan karena peristiwanya telah kedaluwarsa, atau tersangka
meninggal dunia ; dan

- ¢ diterima putusan pengadilan yang telah mempunyvin kekuatan

(1)
(2)

hukum (ctap yang menyatakan Wajib Pajak bubas atau lepas dari
segala ketentuan hukum,
Jika pemeriksaan dilanjutkan sebaguimana dimaksud pada ayat (1),
jangka waktu perneriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasu] 7 vl
(1), ayat (2] dan ayat (3) diperpanjang untuk janglka waku paling lama
3 (tiga) bulan.

Bagian Keempatbelas
Pemeriksaan Ulang
Pasal 33

Pemeriksaan ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah atau
persetujuan Kepala Dinas.

Perintah  atau persetujuan Kepala Dinas untuk melaksanakan

. pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

(3)

(1)

serta dalam rangka Pengyjian pelaksanaan

diberikan :

a. apabila terdapat data baru termasuk data yang semuly bhelum
terungkap; atau '

b. berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas.

Penerbitan SKPDKBT harus didahului dengan Pemeriksaan Ulang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dalam hal sebelumnya terhadap

kewajiban perpajakan yang sama telah diterbitkan SKPD berdasarkan
hasil pemeriksaan.

BAB V
REVIEW DAN TELAAH SEJAWAT
Pasal 34

Dalam_ rangka pengawasan, peningkatan kualitas hasil pemeriksaan

standar pemeriksainn,

Kepala Dinas dapat melakukan review konsep laporan  hasil

pemeriksaan atau telaah sejawat,



N

(2)
(3)

(4)

{3}

{1)

(1)

{2)

(3)

" ayat (2) adalah

o~
-t

Review dan telaah sejawat sebagaimana dimaksud pada avatr (1)
dilakukar: gebelum dilulesanalean Pemboahasan Akhir Hesil
Pemeriksaan.
Review dilakukan untuk memperoleh keyakinun yang memadai buhwa
Tim Pemeriksa telah secara optimal menerapkan standar pemeriksaan
dalam mengungkapkan ketidak benaran laporarn Wujib Pajak.
Telaah scjawar dilakukan untuk mendapatkan bahwa  pelaksanaan
pemeriksaan telah sesuai dengan standar pemcriksaan dan menilai
apakah tertib administrasi pemeriksaan telah cilaksanakan.
Review dan telaah sejawat dilakukan oleh Kepala Dinas melalui Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemeriksaan internal, atau
instansi lain berdasarkan permintaan Kepala Dinas.
BAB VI
ETIKA DAN RAHASIA JABATAN PEMERIKSA PAJAK

Bagian Kesatu
Etika Pemeriksa Pajak
Pasal 40

Setiap Pemeriksa Pajak Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagai

Pemeriksa Pajak Daerah wajib mempunyai etika :

a. berpenampilan sopan dan rapi;

b. menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Lamongan;

¢. berkomunikasi yang baik dengan Wajib Pajak alas dasar
profesionalitas dan saling menghargai;

d. tidak menerima sesuatu dan /atau mengikat janji untuk menerima
sesuatu dari Wajib Pajak yang diperiksa atau menjanjikan sesuaty ;

e. tidak menerima fasilitas danfaitau pelayanan dari Wajib  Pajalc
dituar fasilitas dan/atau pelavanan yang  berkaitan  dengan
Pemeriksaan Pajak.

Ketentuar lebih lanjut mengenai Etika Pemeriksa Pajak diatur oleh

Kepala Dinas. '

Bagian Kedua
Rahasia Jabatan
Pasal 41

Pemeriksa Pajak/Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain
segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanyu oleh
Wajl}a Pajak dalam rangka jabatan atay pekerjaannya  untuk
menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
dac;ah,

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap
tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Dinas uncuk membeuitu dalam
p:?iaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpayyakann.
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan

a. Pcmr;rifcsa Pajak/Pejabat dan Tenuga Ahlj yang berting
saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan: atay

b. Pemeriksa Pajak/Pejabat dan/atay Tenaga Ahli yang ditctapkan
untuk memberikan keterangan kepada Pejabat Lembaga Negara

atau Ins_tansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksauan
dalara bidang Keuangan Negara,

uld sebagai



{4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang member izin tertulis

s)

(6}

kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga Ahli
schagaimana dimaksud pade ayat (2) agar memberikan keterangan,

memperlihatlcan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada
pihak yang ditunjuk.

Untuk kepentingan pemenksaan di Pengf‘ldllan dalam perkara pidana
atau perdata, atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara
Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupali dapat memberikan izin
tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan
Teriaga Ahli scbagaimana dimaksud pada ayat {2), untuk memberikan
dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang
ada padanya.

Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang
diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang
bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintuhkan  pengundangan
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam  Berita Daerab
Kabupaten Lamongan.

Diundangkan 4i Lamoongan
pudn tangpal [0 Januarf 206
SRURETARIS DAERAH KAHUPATEN

Ditetapkan di Lamong,.—.m

LAMONGAN,

YUHRONUR EFEMND)

B
ERITA DAERAH KARUPATEN LAMOROAN TAHUN ‘29{6
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